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PENETAPAN SEMPADAN SUNGAI

MUHAMMAD FARID ALWAIDI & BITA GADSIA SPALTANI
DOI: HTTPS://DOIL.ORG/10.54629/JL1.V2013.1020

Apa itu Menurut KBBI Sempadan

Sempadan Su”ga" Sungai merupakan batas
atau tanda batas

Garis Sempadan Sungai adalah Suatu tanda . o
batas untuk membedakan mana yang Apa itu Garis

disebut wilayah sungai dan mana yang Sempadan Sung‘ai

bukan wilayah sungai

RELEVANSI HUKUM PROBLEM

JIKA ITU WILAYAH SUNGAI MAKA TIDAK DI INDONESIA TIDAK ADA PENETAPAN GARIS

BOLEH ADA AKTIVITAS MANUSIA SEMPADAN SEHINGGA BERAKIBAT
KETIDAKPASTIAN HUKUM

KONSEKUENSINYA JIKA TIDAKR ADA GARIS SEMPADAN

sungai. Jika masuk wilayah sungai, konsekuensinya tidak boleh ada kegiatan apapun

Pemerintah berpotensi melakukan tindakan melawan hukum apabila ingin melakukan
penggusuran dengan alasan masuk wilayah sungai, karena faktanya tidak pernah ada
garis yang jelas untuk membedakan sungai dan bukan sungai

Pemerintah segera mengeluarkan penetapan garis sempadan di Indonesia demi
kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah

o Tidak adanya batasan wilayah bagi masyarakat tentang mana wilayah sungai dan bukan
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